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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana 

penganiayaan berat yang dilakukan anak dan untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan 

Hukum terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan berat. Jenis penelitian dalam penulisan 

skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian 

kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi 

kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum 

yang ada dan berlaku.   

Hasil penelitian menunjukan berdasarkan UU No 11 tahun 2012), anak sebagai 

pelaku penganiayaan berat dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. 

Bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dapat 

dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan berdasarkan Pasal 81 ayat 

(2) UU No 11 Tahun 2012, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada 

anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) 

dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.   

Perlindungan hukum terhadap anak dinyatakan dalam UU No 35 tahun 2014 

tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Perlindungan 

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Tidak jarang anak mengalami kekerasan berupa penganiayaan, namun dapat ditemukan 

pula anak menjadi pelaku penganiayaan berat. 

 

Kata Kunci :  

 

PENDAHULUAN 

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus 

bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka 

pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. 

Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang 

mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud 

menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan 

perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. 

Berdasarkan hukum pidana telah ada peraturan hukum yang mengatur secara 

khusus tentang Peradilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 



Pengadilan Anak. Dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang tersebut, bahwa yang 

dimaksud dengan anak yaitu: 

“Orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, 

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 

Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun dan belum kawin. 

“Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam 

peraturan hukum pidana yang ada. Ketentuan tersebut misalnya, melangggar pasal-pasal 

yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum 

pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana 

ekonomi, dan lain sebagainya”. 

Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 

pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, 

sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau 

pembayaran ganti rugi. Selain pidana, anak yang melakukan pidana juga dapat diberikan 

tindakan dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada Negara, atau departemen 

sosial. 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah 

mencantumkantentang hak anak,pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap 

anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang 

khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan 

kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian,pembentukan undang-undang 

perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam 

segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam 

memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan 

memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebankan oleh 

hukum.Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak,negara,dan 

pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak,terutama 

dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Upaya 

perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin,yakni sejak dari janin 

dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari 

konsepsi perlindungan anak yang utuh,menyeluruh,dan komprehensif.Undang-Undang 

pelindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada 

anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang tebaik bagi anak,hak untuk 

hidup,kelangsungan hidup,dan perkembangan,serta penghargaan terhadap pendapat anak. 

Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran 

masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak,lembaga keagamaan,lembaga 

swadaya ,masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha 

,mediamassa,atau lembaga pendidikan. 

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib 



mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima 

pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. 

Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. 

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang seperti, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, yang mana undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum 

dalam upaya perlindungan anak.  

Negara mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum 

dalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah pembedaan proses hukum pada 

orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan 

keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak sebagai generasi 

penerus bangsa harus diperlakukan secara manusiawi.  

 

PEMBAHASAN 

Di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya 

tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan 

tindak pidana penganiayaan berat ini, sehingga sebagian dari kasus penganiayaan ini di 

diamkan bagi korban penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini tidak semua sama, 

dengan kata lain pada tindak pidana penganiyaan ini adanya tingkatan-tingakatan dalam 

penganiayaan yaitu mulai dari ringan, penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan 

kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut. Penganiayaan undang-undang 

tidak memberikan perumusan, namun menurut Yurisprudensi Pengadilan maka yang 

dinamakan penganiayaan adalah :  

a. Menyebabkan luka-luka pada fisik  

b. Menyebabkan korban merasakan sakit pada tubuhnya  

c. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yang di alami korban  

d. Sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan 

“schuld” juga merupakan unsur utama. 

Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 

Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang 

Hak asasi Manusia yaitu : “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk 

aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan 

hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia 

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak 

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil 

dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku” 

Selain itu, ada peraturan pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Selain orang 

berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak 

manusiawi merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”  



Penganiayaan berat merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan 

oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan 

hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. 

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai suatu tindak 

pidana yang sangat merugikan masyarakat. Biasanya tindak pidana penganiayaan ini paling 

sering dilakukan rumah tangga dengan melakukan berbagai kekerasan baik fisik, psikis dan 

lain sebagainya.  

Kitab undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak 

mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur adalah kebalikannya, yaitu 

ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih 

pakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “tidak dapat 

dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit 

kemampuan akalnya.“ 

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut 

asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk 

perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu 

terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak 

pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana 

tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggung 

jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, dua aspek yang harus dilihat dengan 

pandanganpandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan 

tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, 

pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang 

harus dipertanggung jawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan 

mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya 

juga di cela ataukah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu 

dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana. 

Pertanggungjawaban disebut sebagai toerekeningsvarbaarheid 

pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan leer 

van het materiele feit (fait materielle). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk 

menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu 

tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan 

dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan 

itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan 

tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan 

Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia 

pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela 

karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal 

mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut. 

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana anak, maka tidak dapat dilepaskan 

dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Sebab tindak pidana 

kekerasan yang dilakukan oleh anak baru bermakna manakala terdapat 



pertanggungjawaban pidana pada adank tersebut, dimana pertanggungjawaban pidana 

adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara 

subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena 

perbuatannya itu. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ adalah anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini 

jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun 

adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas 

perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti 

apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan 

atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum 

genap berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut akan tetap diadili di 

persidangan anak. 

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penerapan sanksi Penganiayaan 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat 

merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang 

lain, secara tegas di atur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 359 KUHP. Melihat 

pengaturan yang ada, setidaknya penganiayaan terbagi menjadi tiga, yakni: 1. 

Penganiayaan ringan; 2. Penganiayaan berat; dan 3. Penganiayaan yang mengakibatkan 

kematian. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, 

di ancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga 

bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau 

menjadi bawahannya. 

Walaupun belum dewasa, dalam realita dapat ditemui anak yang melakukan 

perbuatan atau tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak di 

bawah umur seringkali disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan, 

padahal anak itu sendiri bisa jadi tidak paham betul apa yang mereka perbuat dan risiko 

apa yang akan mereka dapatkan. Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan 

hukum telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan 

hal itu dilaksanakan melalui perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan 

martabat dan hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus, penyediaan sarana dan 

prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, 

pemantauan dan pencatataan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan 

dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua 

atau keluarganya, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi.  

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan 

baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-

perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan dengan wajar”.  



Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “negara dan pemerintah menjamin 

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan 

kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap 

anak”.  

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang 

dimaksudkan Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh 

Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap 

ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. 

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap 

hak-hak anak, mengingat:  

a. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.  

b. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, 

dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.  

c. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak 

yang mulia.  

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan 

merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka 

perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

penganayaan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat 

dalam Undang-Unadang Nomor 35  Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  

 

KESIMPULAN 

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik 

frekuensi maupun dalamkeseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya 

kasus yang terjadi antara lain penganiayaan. Perilaku menyimpang yang cenderung 

mengarah pada kejahatan yang dilakukanoleh anak tersebut dalam bentuk pemerasan atau 

penodongan digolongkan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak tersebut tampaknya 

telahmengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kotabesar 

maupun kota-kota kecil.  Tindak pidana Penganiayaan khususnya tindak pidana 

penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak merupakan suatu bentuk kejahatan yang 

sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan 

masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-

kejadian tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem 



Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak sebagai pelaku penganiayaan berat dapat dikenakan 

dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 

(empat belas) tahun ke bawah hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam 

pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Pasal 81 

ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang 

sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman 

pidana penjara bagi orang dewasa.   

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu 

memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu 

menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal 

tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan 

hukum bagi setiap warga negara.  Perlindungan hukum merupakan gambaran dari 

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat 

preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik 

yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

Perlindungan hukum terhadap anak dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Mengingat hal tersebut, segala kegiatan berupa perlindungan hukum adalah 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan.  
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